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RINGKASAN PENELITIAN

LARANGAN MERGER DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1898
TENTANG ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDARK SHHAT

(L. Budi Kagramanto, Machsoen Ali, Rahmi Jened, 2001, 26 halaman)

[~

Per=litian dengan Jjudul " IlZarangan Merger Dalam U No. &
Tahun 18989 yvang mengatur tentars Antimonopoll dan Fersaingan
Usaha Tidak Sehat " ini dilskuksn dengan waksud uantuk menjaw%b
permasalahan : (1) Bagaimanakah ketentuan merger diatur dalam
U No. 5 Tahun 1989 tentang Anti monopoli dan perssingan usahszs
Tidak Sehat 7, serta (2) Bentuk merger yvang bagsimana vyang
dianggap sebagai praktek monopoli serts dapat mematikan usahs
lain, vang dilarang coleh UU No. 5 Tahun 1899 7

Perscalan tftentang pengaturan perbuatan stz  findakan
merger dalam UU No. 5 Tahun 19¢8 vang mengatur tentang Anti

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di tansh air semakin
menarik untuk dicermati. Pada prinsipnva perbuatan atau
tindakan merger (penggabungan® sustu usaha diperbolehkan,
sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dilakukan secarsa

terkendali, terarah serts bermanfaat dan tidsk merugikan
kepentingan pelaku usaha lainnya serta tidak menimbulkan
praktek monopoli dan perssingan curang vang berakibat

merugikan orang lain.

Berdasarkan pengalaman vang ada dilapangan, pads umumnys
merger dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU
No. 1 Tahun 1895 tentang Fersercan Terbstas dan UU No. & Tahun
1989 tentang Larangan Praktek MYonopoli dan Persaingan Usahs

Tidak Sehat.

Penelitian 1ini hkertujuan untuk mengetahui bagaimana
ketentuan merger usaha vang diatur dalam UU No. & Tahun 1938
tentang Antimonopoll dan Persaingan lUsaha Tidak Sehat .

Disamping 1tu penelitian ini juga bertuijuan untuk mengetahu:
bentuk-bentuk merger yvang dilsrang dalam UU No. 5 Tahun 19399.

Disamping itu penelitian ini bersifat diskripsi analitis
dengan menggunakan metode induktif vang dilengkapi pula dengan
kajian normatif, yvakni yvang mendasarkan pada kajian normsatif
vang ada dalam berbagail peraturan perundang-undangan (Ul No. 1
Tahun 1995, FP No. 27 Tahun 192¢8 serta UU No. 5 Tahun 1989
vang mengatur tentang merger berdasarkan gy PT serts
pengaturan merger dalam UU Antimonopoli.

Guna menunjang kajian tersebut, maka diperlukan data




berupa bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari berbagai
peraturan perundang-undangan yang berksitan dengan lsrangan
merger daslam UU Antimonopceli dan perssingan usahas tidak aaohatb

Sedangkan bahan hukum sekunder dapst Adiceroleh dari iitersios.
mskaian hasil seminar, hasil penelitian  tervostoiin, RN
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sararn vang bersifst ooaewbanguon. ian ini
Kiuan T o na tidak menggunanan metodes perhitungan.

Pazal 102 ayat (1) U N~ 1 Tashun 14885 (U
Fers Terbatas), vang dimaksud dengay merger

{pen ggainnpuu; adalah  suata perbustan hukum vang dilakukan
oleh satu perusahaan atau lepih untui dapat menggabungkan Jir:
menjadi satu dengan perusahaan vang telah ada stan  meleburkan
diri dengan perusahaan lain dan kemudian membentuk perusahaan
barn.
fersoalan merger vang berkait dengan aspek perss
sahs: juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1 b)) Ul No. 1
1985 tentang Ferseroan Terbstas (PT) vyang antara lain

disebutkan, bahwa

perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilaiihan
perseroan harus memperhatikan pula .
- kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha

selain diatur dalam UU Ho. 1 Tehun 19985, merger JSuga
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persailngan Usaha diatur dalam Pasal 28 dan Passal
29.

Fassl 28 -

(1} Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau
peleburan badan usaha yang dapat mengakihatkan
=

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.

AN

) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan sahan
perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat
mengakibatkan terjadinyva prakiek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat




(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal penggabungan atau
peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1), dan ketentuan mengenai
pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain mengatur masalah pangsa pasar, masalah vang
berkaitan dengan pengumpulan sset yvang dianggap berlebihan dan
mengganggu prinsip monopoli dan persaingan usaha juga diatur

dalam UU HNo. 5 Tahun 1999. Masalah pengumpulan aset vang
herlebihan 1ini diatur lebih lanijut dalam Pasal 28 UU Ho. 'S8

Tahun 1998, vang berisi antara lazin

- Penggabungan atau releburan badan usaha, atau
pengambilalihan saham sebagalimana dimaksud dalam pasal 28
yang  berakibat nilai aset dan ateau nilai penjualannyva
melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi,
selambat-lambatnyva 30 (tigapuluh?} hari seiak tanggal
penggabungan., peleburan serta pengambilalihan tersebut.

- Ketentuan mengenai penetapan nilal aset dan atau nilaj
renjualan serta tata cara pemberitahuan sebgaimana dimaksud
dalam ayat 1}, akan diatur dalam FPeraturan Femerintah.

Ada beberapa kesimpulan vang dapat disampaikan, yaitu
bahwa pengaturan larangan merger dalam UUJ No. 5 Tahun 1989
tentang IlLarangan Praktek Moncpoli dan Fersaingan Usaha Tidak
Sehat banvak diilhami oleh beberaps keijadian serta praktek
kegiatan wusaha vyang dilakukan oleh para pelaku usahs yang
cenderung merusak tatanan kehidupan perekonomian vang
mendambakan prinsip usaha antimonopoli dan perssingan usaha.

Secara Khusus pengaturan merger dalam UlJ No. &5 Tahun 13899
juga melarang pelaku usaha untuk melakukan penggabungan maupun
peleburan serta pengambilalihan saham dari perusahasn lain
vang sifatnys dapat menimbulksn terjadinva praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu dalam UU No. &
Tahun 1899 masalah pengumpulan aset vang berlebihan serta
merigganggu prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui
perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham
perusahaan lain juga dilarang

Disarankan pula, bshwa sebasiknvas Indonesia hasyue mewatuhl
pelaksanaan UU No. S Tahun 18 ini &agar supavas dalam

9¢
melakukan kegiatan usahanva dapat lebih tenang dan tidak akan




mengganggn kegiatan ussha yang dilaknkan oleh para pelaku
usaha lainnya. Hendaknva UU Anti Monecpoli dan Perssingan Ussahs
ini dilaksanakan dengan penuh tanggung Jjawab dan  konsekuen,

untuk lebih memperlancar kehidupan perekonomian nasional. Jiks

ada pelaky ussha vang melanggar ketentuan vang ads dalasm U
No. 5 Tahun 1898 sevogvaksn dilaporkan kepada Komisi  Pengawas

P

ey

rsaingan.

(L.P. Fakultas Hokum Urniversitas 4dirlanggs : Ne . Kant .

€77/J0%,2/PG/2001, tangzel 2 Juli 2001)
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KATA PENGANTAR

Persoalan tentang pengaturan perbuatan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999
vang mengatur tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di
Indonesia semakin menarik untuk dicermati. Perbuatan merger pada prinsipﬁya
diperbolehkan sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dilakukan secara
terkendali, terarah dan bermanfaat serta tidak merugikan kepentingan pelaku usaha
dan tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang. Berdasarkan
pengalaman vang ada dilapangan pada umumnyva merger dapat dilakukan dengan
baik sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

Penelitain imi terlaksana berkat dukungan dari sumber dana DIK Rutin Unair
Tahun 2001 serta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 35307/J0O3/PG/2001.
tanggal 12 Juni 2001. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya
penelitian ini, kami selaku peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa
kami mohon kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini di masa mendatang.

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca serta pengembangan
ilmu, khususnva ilmu hukum di kemudian hari. Akhir kata peneliti mengucapkan

terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Nopember 2001

Peneliti
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L R A BAB I
 PENDAHULUAN

Sejak persetujuan Putaran Uruguay dalam GATT (General Agreement on Tariff
and Trade) disahkan pada 15 Desember 1993 di Jenewa. dan setelah UU No. 7 Tahun
1994 vang mengatur tentang Pengesahan .dgreemeni of Establishing World T rade
Organization (WT0O) diberlakukan, serta berdirinya AF7A4 (ASEAN Free Trade Area)
dan APEC (A4sia Pacific Economic Cboperation), Indonesia telah bertekad untuk ikut
serta dalam lingkup perdagangan regional dan mternasional. Indonesia sangat
berkepentingan atas diterapkannya proses pentahapan liberalisasi perdagangan
regional di kawasan ASEAN vang dimulai pada 1993, serta untuk perdagangan
internasional (global) yang dimulai pada 1994.

Pada intinya GA47T ini dibuat untuk mengatur liberalisasi perdagangan dunia
vang bebas dan adii (free trade and fair trade), dimana pangsa pasar suatu komoditi
secara ckonomis semata-mata ditentukan oleh keunggulan komoditi itu sendiri.
Dengan demikian persoalan tentang hambatan tarif maupun hambatan vang
discbabkan adanva “protektif” sangat tidak diharapkan kehadirannya dan harus
dihilangkan pada perdagangan dunia yang bebas dan adil. Hambatan mengenai tarif
dan pemberian proteksi yang berlebihan hanya akan mengganggu lalu lintas dan
menghambat masuknya suatu komoditi tertentu ke suatu negara (Mahmud Thoha,
1998 : h. I dan 11).

Diakui atau tidak, bahwa di awal abad XXI (21) imi banyak terjadi perubahan
serta pergeseran vang begitu cepat, baik di bidang perekonomian, moneter, industri,
bisnis/usaha di berbagai belahan dunia. Sehingga tak berlebihan, jika John Naish:iz-
pun mengatakan, bahwa : (Sidgwichk & Jackson, 1999 : h. 12)

“suatu saat nanti dunia vang dihuni oleh manusia akan berubah menjadi suatu
perkampungan global dengan pola satu sistem perekonomian atau single
economy system’.




Konsekuensi bagt Indonesia, bahwa dunia bisnis sebagai suatu perkampungan
global dalam kesatuan ekonomi dunia tanpa batas perlu mendapat perhatian. Sebab
tak mungkin lagi kita akan mengelak dengan prinsip-prinsip bisnis global (business in
global principles), perdagangan bebas (free marker) serta tindakan persaingan usaha
vang bebas dan sehat (free and fair business competition practices).

Untuk mewujudkan corak serta konsep perekonomian yang menganut sistem
pasar bebas dan persaingan schat seperti yang diidam-idamkan oleh dunia usaha di
Indonesia, maka dikeluarkanlah produk hukum baru, vaitu Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 vang mengatur tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehaf”, yang mulai diberlakukan pada 5 Maret 2000. Sebelum Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 ini disusun, ternyvata pemerintah RI telah menerima
masukan berupa referensi dari UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development).

Salah satu referensi yang diberikan kepada pemerintah RI adalah, bahwa
apabila pemerintah RI akan membuat suatu model atau pokok-pokok substansi materi
vang nantinya diatur dalafn UU Antimonopoli dan Persaingan usaha, maka produk
undang-undang tersebut harus sama dengan produk Undang-undang Antimonopoli
dan Persaingan Usaha yang dibuat oleh beberapa negara lainnya sesuai dengan
standar internasional yang telah ditentukan (Newsletter, 1999 : h. 21).

Selain itu lahimya UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha dimaksudkan untuk
antisipasi dihapuskannya praktek kegiatan usaha yang berbau “KKN” seiring dengan
semakin menguatnya tuntutan reformasi di segala bidang. Salah satu tuntutan tersebut
adalah reformasi dan revisi di bidang hukum, yang terdiri dari :

a. sarana dan prasarana hukum;

b. meningkatkan kinerja serta kualitas sumber dava manusia aparat penegak
hukum; serta

c. beberapa peraturan perundangan yvang dinilai sudah tidak memadai lagi dan

tidak memenuhi aspirasi serta rasa keadilan dari masyarakat.




Dengan lahimya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah RI dapat
segera memberantas praktek-praktek monopoli serta persaingan tidak sehat vang
tumbuh subur dan berkembang selama pemerintahan Orde Baru berkuasa.

Ada beberapa alasan, mengapa persoalan monopoli usaha dan persaingan usaha
tidak schat tumbuh subur sewaktu pemerintah Orde Baru berkuasa. vakni antara lain :

(St. Rermuny Sjahdeini, 1993 : h. 3) !

a. Pemerintah menerapkan konsep, bahwa perusahaan-perusahaan besar
perlu ditumbuh kembangkan agar menjadi lokomotif pembangunan dengan
diberikan perlakuan khusus, misalnva mendapatkan proteksi untuk
menghalangi masukmva perusahaan lain dalam bidang usaha yang sama
(monopoli);

b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan-
perusahaan tersebut bersedia menjadi pionir di setiap sektor usaha vang
ditekunima. Tanpa monopoli dan proteksi, pemerintah mengalami
kesulitan memperoleh modal dari investor:

c. Untuk menjaga berlangsungnya praktek KKN bagi kepentingan kroni
mantan Presiden Suharto dan para pejabat vang berkuasa.

Dalam dunia usaha‘bisnis. persaingan harus dipandang sebagai hal vang wajar
dan positip, karena apabila dalam suatu pasar terjadi persaingan sempurna, maka
pasar tersebut dianggap sebagai pasar yang ideal. Agar suatu pasar dianggap ideal,
maka ada 4 (empat) hal yang diperhatikan, vaitu : (Robert S. Pindyck and Daniel L.
Rubinfield, dalam Hikmahanto Juwana, 1999 : h. 30)

a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk
barang dan jasa, karena yang menentukan adanva harga adalah pasar
berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran yang seimbang,

b. barang seria jasa vang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah sama, baik
dalam jumiah maupun kualitasnya;

¢. pelaku usaha bebas menentukan. apakah dia mau masuk atau keluar dari
pasar, serta




d. baik konsumen serta pelaku usaha memiliki informasi vang sempurna
mengenai berbagai hal vang berkaitan dengan selera, :ingkat pendapatan,
biaya maupun teknologi vang dipakai untuk menghasilkan barang serta
jasa.

Suatu pasar vang berjalan dengan meckanisme persaingan sempurna sangat
didambakan oleh para pelaku usaha. Mereka beranggapan, bahwa persamgan yang
sempurna merupakan sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Akan tetapi dalam
kenvataannya, dalam suatu persaingan yang sehat, justru banvak dijumpai pelaku
usaha yang ingin melakukan perbuatan merger pada perusahaannya.

Praktek merger sebetulnya diperbolehkan, sepanjang perbuatan tersebut
bermanfaat bagi semua pihak dan semata-mata ditujukan untuk pengembangan dunia
usaha. Perbuatan merger merupakan kegiatan yang pada akhir-akhir ini banyak sekali
terjadi, walau sebetulnya dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang PT,
perbuatan merger diperbolehkan secpanjang tidak menimbulkan kerugian bagi
pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat dan bahkan persaingan
usaha. Disamping itu yang perlu diperhatikan adalah, bahwa meregr dapat
menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena merger dapat berdampak pada
semakin berkurangnya persaingan usaha.

Paling tidak ada 2 (dua) efek negatif (Munir Fuady, 1999 : h. 90) yang dapat
ditimbulkan oleh perbuatan merger terhadap persaingan usaha vang dilakukan secara

sehat dan sempurna, vaitu :

a. bertambahnya konsentrasi pasar vang dapat mernvebabkan semakin
tingginva harga produk barang dan jasa, dan hal tersebut dapat berakibat
pada semakin berkurangmya jumlah barang dan jasa yang beredar di
pasar:

b. kekuatan pasar menjadi semakin besar yang pada gilirannva dapat
mengancam kelangsungan hidup pelaku wusaha dalam skala kecil -
menengah.




Dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa :

“pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan badan usaha
meupun pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat™.

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa perbuatan merger, akuisisi seita
konsolidasi perusahaan dilarang, apabila tindakan tersebut dapat membahavakan
usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha yang kebetulan memproduksi barang maupun
jasa yang sama. Oleh karenanva perbuatan merger dalam praktek bisnis merupakan
obyek pengamatan serius bagi hukum yang mengatur tentang anti monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

Jika dibandingkan dengan pembentukan Kkartel dan trust vang merupakan
perjanjian vang sifatnya sementara, merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan lebih
bersifat permanen dan sangat menghambat laju perkembangan usaha lainnya (Asril
Sitompul, 1999 : h. 67). Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa apabila
perbuatan merger perusahaan ini dibiarkan berkembang dan tidak adanya kontrol
yvang baik dari pemerintah, maka perbuatan merger jelas-jelas merupakan suatu
pelanggaran.

Pasar dengan persaingan sempurna tidak akan mempermasalahkan, apakah
merger itu dilakukan dengan saling menukar saham atau tidak. Juga tidak
memperhatikan, apakah merger terjadi karena adanya pengambilalihan kekavaan
antara perusahaan yang satu dengan vang lain. Hanva saja diharapkan agar
pelaksanaan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat dapat memantau
setiap perkembangan usaha dari pelaku bisnis, terutama terhadap pelaku usaha vang
telah melakukan perbuatan merger perusahaan (ELIPS - Partnership for Business
Compention, 1999 : h. 97). Diharapkan dengan adanya perbuatan merger vang
dilakukan oleh pelaku usaha, maka jangan sampai perbuatan merger justru akan

mematikan persaingan bisnis, penguasaan pasar dan sebagainya.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi

satu dengan perusahaan lain vang telah ada sebelumnya atau meleburkan diri dengan

perusahaan lain dan membentuk perusahaan baru. Penggabungan usaha dalam bentuk

merger ini bisa terjadi bila dua perusahaan melakukan penggaungan, di mana satu

perusahaan menyerap perusahaan lainnva. Perusahaan vang menyverap tetap exist.

sedangkan perusahaan yang diserap menjadi hilang,

Secara umum ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, bila perusahaan

melakukan penggabungan (merger), vaitu : (Asrid Sitompul, 1999 : h. 62)

TSR A OB

memperbesar/mengembangkan usaha;

meningkatkan efisiensi;

menghilangkan/mengurangi risiko persaingan;

menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi;
diversifikasi produk dan pelayanan meningkat;

upaya defensive terhadap kemungkinan take over.

Dalam pelaksanaannya penggabungan (merger) usaha ini akan menimbulkan

berbagai akibat, baik pada perusahaan vang melakukan merger maupun perusahaan

vang menjadi target merger. Beberapa pengaruh tersebut antara lain : (Asril Sitompul,
1999 : h. 63)

o R

peralihan kepemilikan aset dan saham;

peralihan tanggung jawab atas hutang dan hak atas piutang:
peralihan hak dan tanggung jawab atas on-going contracts:
perubahan bentuk organisasi perusahaan;

perubahan manajemen perusahaan.

Pasal 104 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan.

bahwa penggabungan. peleburan dan pengambilalihan harus memperhatikan

kepentingan pemegang saham minoritas (/ihar UU No. 1 Tahun 1995). Salah satu




kepentingan pemegang saham minoritas vang harus dilindungi adalah dalam hal,
apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan rencana merger perusahaan.
Hak pemegang saham minoritas vang tidak menyetujui rencana merger perusahaan
secara vuridis tetap harus dilindungi. terutama terhadap upaya penjualan sahamnva
kepada perusahaan dengan harga vang wajar setelah dilakukan penilaian.

Biasanya perusahaan diwajibka:n untuk membeli saham mereka, dan biia
pembelian ini telah melewati batas jumlah pembelian yang dibenarkan oleh UU,
maka perusahaan wajib mengusahakan agar saham-saham tersebut dibeli oleh pihak
lain dengan harga vang wajar.

Berbagai kasus merger telah lama terjadi di Amerika Serikat. dan Kasus tersebut
menjadi salah satu dasar pembahasan dalam menangani kasus merger selanjutnva.
Mahkamah Agung di Amerika Serikat pernah menyatakan, bahwa setiap merger vang
terjadi di beberapa perusahaan besar dan saling bersaing merupakan suatu persetujuan
vang menghambat perdagangan. Oleh karenanya banyak tindakan merger perusahaan
melanggar Section 1 Sherman Act 1890.

Namun pada kasus-kasus sclanjutnya MA Amerika agak melonggarkan
penafsiran The Sherman Act 1890, dengan menerapkan pendekatan prinsip rule of
reason dengan menguji setiap kasus merger. Penerapan prinsip rule of reasorn ini
nampak dalam kasus United States vs. United States Steel Corp. yang menyatakan,
bahwa merger di antara perusahaan-perusahaan baja vang membentuk satu
perusahaan dengan kapasitas 80 % - 90 % dalam industri dasamya, ternyata tidak
melanggar Section 1 (dalam Sherman Act Section 2), meskipun merger dilakukan
untuk mendapatkan monopoli.

Akhirnva MA Amerika Serikat memutuskan, bahwa US Steel secara ril tidak
berhasil menghimpun kekuatan monopoli seperti vang telah dikhawatirkan oleh
banvak pihak. Sejak itu, pengadilan di USA bisa menerima dan menerapkan rule of
reason dengan melihat, mempertimbangkan tujuan serta dampaknyva bagi usaha vang

sedang ditangani oleh pelaku usaha lainnya berdasarkan Section ~ Clayton Act.




Selanjutnva pencrapan Sherman Act dan Clavton Act. ternyvata sudah tidak
memadai bagi kalangan hukum di USA. Hal ini nampak pada jumlah larangan merger
vang telah diajukan oleh Federal Trade Commission (FTC) yang hanya mencapat 15
perusahaan dalam kurun waktu antara 1914 hingga 1950 (36 tahun lamanya). 10
(sepuluh) perusahaan diantaranya didasarkan pada penerapan Sherman Act. dan ada
kecenderungan penguasaan pasar vang semakin meningkat. ;

Berdasarkan kondisi serta kenvataan vang ada, akhimya pelaku usaha dilarang
untuk melaksanakan merger dan akuisisi baik langsung maupun tak langsung, baik
seluruhnya maupun sebagian sahamnya atau aset perusahaan lain vang dapat
menimbulkan hambatan perdagangan serta terjadinya praktek-prakiek monopoli vang
merugikan pelaku usaha lainnya.

Ada beberapa bentuk merger yang berpotensial melanggar prinsip-prinsip anti
monopoli dan persaingan usaha secara sehat, vaitu nerger horizontal. vertical dan
merger konglomerat. Masing-masing bentuk merger tersebut dapat dikenali, baik
dalam praktek maupun literatur, terutama jika dilihat dari aspek produksi vang
dihasilkannya, yakni :

a. Merger horizontal :

Merger horizontal ini merupakan merger vang terjadi diantara perusahaan yang
saling bersaing dimana pabrikan membuat berbagai produk yang sejenis/tipenya sama
atau beberapa distributor saling bersaing menjual berbagai produk pada pangsa pasar
vang sama. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan, bahwa merger adalah :

(Black's Law Dictionary, 1991 : h. 683)

“Merger between business competitors, such as manufacturers of the same tvpe
products or distributors selling competing products in the same market ared”.

Pada merger horizontal ini bisa pula terjadi beberapa perusahaan
menggabungkan diri dan menghasilkan produk-produk yang sejenis. Ada
kemungkinan dalam merger ini perusahaan yang bergabung bergerak dalam usaha

sejenis atau bahkan sebelumnya antara beberapa perusahaan yang ada satu sama lain




saling bersaing. Bisa jadi perusahaan vang bekerja sama ini untuk sebagian besar
mempunyai pangsa pasar vang sama. Misalnya, perusahaan vang menghasilkan
produk pakaian jadi mengadakan penggabungan dengan perusahaan vang
menghasilkan produk serupa. Dapat pula terjadi penggabungan pada dua perusahaan
minuman bir yang sebelumnya mempunyvai sasaran penjualan di kota yang sama dan
pembelian bahan baku yang sama pula. ;

Bentuk merger horizontal ini masih dibedakan pula ke dalam : (7bid : h. 683)

- short form merger :

a number of states provide special rules for the merger of a subsidiary
corporation into its parent where the parent owns substantiallv all of the
shares of the subsidiary.

Shorts form mergers under such special statues mav generally be
effected by : a doption of a resolution of merger by the parent corporation,
mailing a copy of the plan of merger to all shareholders of record of the
subsidiary, and filing the executed articles of merger with the secretary of
state and his issuance of a certificate of merger.

Short form merger ini terjadi dalam hal penggabungan yang dilakukan oleh
perusahaan induk (parent company) dan anak perusahaannya dalam hal si induk
perusahaan memiliki saham mayoritas mutlak. Berdasarkan karakteristiknya, maka
penggabungan ini tidak memerlukan persetujuan RUPS baik dari perusahaan induk
maupun anak perusahaan (A. Zen Umar Purba, 1992 : h. 33).

- reserve subsidiary merger :
a merger involving a subsidiary of the acquiror and acquiree in which
the acquiree is the surviving entity (and becomes a subsidiary of the
acquiror)

- stock merger :
merger involving the purchase by ane comppany of the stock of
another company.
- subsidiary merger :
a merger involving a subsidiary of the acquiror and acquiree in
which the subsidiary of the acquiror is the surviving entity.
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- triangular merger :

a method of amalgamation of itwo corporations by which the
disappearing corporation is merged into a subsidiarv of the surviving
corporation and the shareholders of the disappearing corporation receive
shares of the surviving corporation. In a reverse triangular merger the
subsidiary is merger into the disappearing corporation so that it becomes a
whollv owned subsidiar of the surviving corporation.

- up Sstream merger :
a merger of a subsidiary corporation into' its parent.

Untuk mengetahui apakah suatu merger horizontal ini dianggap dapat
melanggar prinsip anti monopoli dan persaingan sehat, hukum harus
mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain : (Munir Fuady, 1999 : h. 146)

a. Post Merger Concentration
Berkaitan dengan ini, maka akan dilihat bagaimana konsentrasi pasar
setelah dilakukannyva merger tersebut.

b. Peningkatan konsentrasi pasar kerena merger.

b. Merger vertikal :

Dalam merger vertikal ini ada beberapa perusahaan vang mempunyai
perbedaan dalam tingkat operasi produksi saling menggabungkan diri dalam satu
perusahaan atau beberapa perusahaan yang saling menggabungkan diri sebelumnya
menghasilkan produk-produk vang saling terkait satu sama lain. Tujuan merger
vertikal ini sebenarnya untuk efisiensi saja, karena ada kerja sama antara satu
perusahaan dengan perusahaan lain yang memproduksi atau mengolah lebih lanjut
produksi vang telah dihasilkan oleh perusahaan vang pertama. Misalnya dalam kerja
sama antara pabrik pemintalan benang dengan pabrik tekstil.

Segi positif lainnva pada merger bentuk ini adalah adanva motif untuk
memberikan jaminan pengolahan terhadap bahan baku yang sudah ada sebelumnya
untuk dimanfaatkan secara optimal. Selain itu merger vertical juga cenderung untuk
melakukan perluasan jaringan kerja, pemasaran serta memperluas bahan baku,

menambah modal atau harta kekayaan. schingga dari bagian-bagian yang berbeda
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tersebut masvarakat konsumen dapat mengambil manfaat serta peluang yang lebih
luas.

Namun merger vertical ini dapat menyebabkan perusahaan menguasai produksi
dari hulu ke hilir, menghalangi pendatang baru dalam bisnis yang bersangkutan
(Barrier to Entryv), menimbulkan kolusi dan menghambat persaingan sehat. Dengan
demikian, agar suatu tindakan merger dalam bentuk vertical tersebut merupakan suz;tu
tindakan pengekangan terhadap pesaing vang baru muncul di pasar (entry barrier),
maka ada berapa faktor yang harus dipenuhi, antara lain : (Munir Fuady, 1999 : h.
147)

a. Derajat integrasi vertical di antara dua pasar tersebut bersifat ekstensif,
sehingga dengan memasuki suatu pasar (primary market), maka dianggap
pula telah memasuki pasar yang lainnya (secondary market);

b. Sebelum memasuki secondary market, maka produk yang bersanghkuian
harus terlebih dahulu memasuki primary market;

c. Struktur serta sifat lain dari primary market sangat kondusif terhadap hal-
hal yang bersifat non competitive dan lebih sulit dibandingkan dengan
memasuki secondary market.

Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat keberatan terhadap praktek merger
vertikal ini, karena dikawatirkan dalam merger vertikal ini tindakan merger justru
tidak dityjukan untuk menciptakan konsentrasi langsung pada perusahaan yang
menerima  penggabungan, akan tetapi lebih pada tertutupnya segmen pasar bagi
perusahaan-perusahaan yang bergabung (4. Zen Umar Purba, 1992 : h. 32). Untuk
mengetahui apakah ada segmen pasar vang hilang atau tidak, maka merger vertikal
ini dapat diuji keabsahannya dengan melihat seberapa besar pasar vang tertutup itu

tadi.
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c. Merger konglomerat

Merger konglomerat ini merupakan bentuk penggabungan perusahaan vang
tidak dapat dilaksanakan secara horizontal maupun vertikal. Dalam merger
Kkonglomerat ini sebetulnya masing-masing perusahaan tidak mempunyai kegiatan
bisnis yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bahkan satu perusahaan dengan
perusahaan lainnya sebelumnya memiliki ciri-ciri khas vang tidak ada hubungan satu
sama lain, namun dalam praktek mempunvai kesamaan persepsi dalam
mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Bentuk merger demikian dapat juga dikatakan sebagai langkah integrasi, yaitu
dikumpulkahnya dalam satu perusahaan sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam
berbagai mata rantai dimana perusahaan satu dengan lainnya merupakan kelanjutan
dari masing-masing perusahaan yang ada (4nnie Waworuntu, 1995 . h. 4).

Merger konglomerat ini dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : (C.F.G. Sunaryati
Hartono, 1991 : h. 140)

1. Geographic extention merger : merger vang terjadi apabila perusahaan
yang menggabungkan diri mendominasi daerah atau wilayah pasar;

2. Product extention merger : perusahaan vang saling menggabungkan diri
memproduksi barang atau jasa yang saling berhubungan satu sama lain;

3. Conglomerate merger : bila ada perusahaan vang saling menggabungkan
diri ternyata merupakan perusahaan vang produksinya secara ekonomis
tidak ada hubungan satu sama lain.

Merger konglomerat dengan jenis geografis pasar ini dapat menimbulkan
masalah pada monopoli dan persaingan usaha, karena jenis merger konglomerat ini
akan menghambat atau mempersulit pelaku pasar vang baru datang. Secara umum
merger konglomerat tersebut juga berpengaruh pada hilangnya “pesaing potensial”
pada pangsa pasar vang sama. Hal-ini dikarenakan pihak vang bergabung sewaktu

merger dilakukan tidak dalam kondisi sedang melakukan persaingan secara langsung
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vang dapat berakibat berubahnyva struktur. konsentrasi maupun penguasaan pangsa

pasar.

Dengan hilangnva “pesaing porensial’, maka merger konglomerat ini hanva

akan menimbulkan secondary effect terhadap persaingan pasar. Secara vuridis kondisi

demikian tetap dianggap sangat membahavakan pasar vang senantiasa mendambakan

mekanisme harga secara wajar.

Mengingat, bahwa pada dasarnva bentuk merger secara konglomerat ini sangat

mengganggu upaya penvelamatan dan penciptaan pasar berdasarkan prinsip anti

monopoli dan persaingan usaha, maka ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan

merger Konglomerat ini, vaitu antara lain | (Munir Fuady, 1999 : k. 96)

Merger konglomerat dapat meningkatkan konsentrasi pasar;

Memaksakan manajemen untuk nengoperasi perusahaan hanva wuntuk
mencapai tujuan-tujuan iangka pendek;

Dapat menyeba™kan misalokasi sumber finansial dan lembaga pemberi
pinjaman;

Dapat merusak moral manajemen serta staf vang bekerja.

Disamping mengandung beberapa kelemahan. pelaksanaan bentuk merger

konglomerat ini untuk suatu kepentingan dan perkembangan perekonomian, juga

mengandung beberapa efek positif, antara lain : (Jbid, h. 95)

b

L

Merger konglomerat dapat meningkatkan efisiensi melalui penciptaan :
- skala ekonomi;

- kontrak kerja sama operasional;

- perluasan cakupan ekonomi dan finansial:

Merger konglomerat akan menimbulkan pergerakan aset dengan tingkat
penggunaan vang rendah ke tingkat penggunaan vang lebih tinggi:

Merger konglomerat akan menciptakan sinergi baru serta meningkatkan
kinerja manajemen secara efekiit dan efisien: dan

Merger konglomerat dapat menvediakan akses lebih baik terhadap
pelavanan dan sumber dava vang ada.
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BABIII
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian im1 bertujuan untuk mengetahul bagaimana ketentuan merger usaha
seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sechat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk

mengetahui bentuk-bentuk merger vang dilarang dalam UU No. 3 Tahun 1999.

B. Manfaat/Kontribusi Penelitian

Dengan diketahuinyva ketentuan merger usaha vang diatur dalam UU No. 5
Tahun 1999 serta bentuk-bentuk merger vang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999,
maka diharapkan para pelaku usaha vang tergabung dalam asosiasi atau gabungan
pengusaha dapat memahami serta memilah-milahkan tindakan atau perbuatan mana
vang diperbolehkan dan tidak dilarang (termasuk tindakan merger) berdasarkan
ketentuan-ketentuan vang sudah digariskan dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Anti

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat diskripsi analitis dengan menggunakan metode induktif
vang dilenghapi pula dengan kajian normatif. vakni vang mendasarkan pada kaji\an
norma yang ada dalam berbagai peraturan perundangan (UU No. 1 Tahun 1999, iDP
No. 27 Tahun 1998, UU No. 5 Tahun 1999) vang mengatur tentang merger
berdasarkan UU PT serta pengaturan merger dalam UU Anti monopoli.

Guna menunjang kajian tersebut di atas. maka diperlukan data berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer dapat
diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan
larangan merger dalam UU Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
sedangkan bahan hukum sckunder dapat diperoleh dari literatur, makalah/hasil
seminar, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, berbagai tulisan di majalah serta
media masa vang berkaitan dengan obyek permasalahan.

Selanjutnya dari data berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan
melalui studi kepustakaan. dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan
secara diskriptif untuk mendapatkan kesimpulan vang obvektif disertai saran-saran

vang bersifat membangun. Penelitian ini secara kuantitatif tidak menggunakan

metode perhitungan.
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BABYV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Merger Dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perserpan
Terbatas |

Banyak literatur menyvebutkan, bahwa istilah merger dan  akuisisi
(penggabungan dan pengambilalihan) merupakan dua sejoli vang selalu muncul
bersama-sama. Istilah merger dan akusisi (M&A) dapat diibaratkan seperti dua sisi
dalam sekeping mata uang yang sebetulnya mempunyai konsep berbeda. Di satu sisi
merger merupakan suatu konsep umum, sedangkan di sisi lain akuisisi merupakan
langkah yang harus ditempuh guna melaksanakan konsep tersebut (4. Zen Umar
Purba, 1992 : h. 29).

Kedua istilah tersebut muncul secara bersamaan ketika bentuk investasi bisnis
ini mulai dikenal dan berpengaruh bagi pengambilan keputusan bisnis oleh seseorang.
Sckitar tahun 1980-an para manajer profesional Amerika Serikat banyak vang
melakukan merger dan akuisisi perusahaan, yakni dengan menggunakan sumber dava
perusahaan seoptimal mungkin untuk meningkatkan dan memperoleh nilai manfaat
yang setinggi-tingginya (Likat Mark L. Sirower, 1998 : h. 7 - 9).

Istilah merger dan akuisisi dalam KUH Dagang tidak dijumpai sama sekali.
Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun PP No. 27
tahun 1998 tentang Penggabungan. Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan.
ternvata istilah merger, akuisisi serta konsolidasi Juga tidak diketemukan (Lihar
pasal-pasal yang ada dalam UU No. | Tahun 1995 dan PP No. 27 Tahun 1998).
Praktek dunia usaha/bisnis sering menyebut penggabungan sebagai merger, dan
istilah akuisisi biasa disebut dengan pengambilalihan. sedangkan peleburan identik
dengan konsolidasi (Rudhi Prasetya, 1996 : h. 198 dan Felix O. Soebagjo, 1995 : h.
8).
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Menurut Pasal 102 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 vang mengatur tentang
Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan merger (penggabungan) adalah suatu
perbuatan hukum vang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk dapat
menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan
diri dengan perusahaan lain dan kemudian membentuk perusahaan baru.

Dalam merger (penggabungan) nampak. bahwa usaha perusahaan vang akan
digabung itu sudah ada. Bahkan perusahaan vang berkeinginan menggabungkan diri
tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada pada perusahaan yang akan digabung, dan
tidak perlu memulai dengan usaha’kegiatan baru ataupun membentuk perusahaan
baru lagi. Konsekuensi dari perbuatan hukum merger ini adalah, bahwa perusahaan
vang menggabungkan diri menjadi bubar, sedangkan perusahaan vang menampung
atau menerima merger (penggabungan) tetap berdiri utuh dan eksistensi perusahaan
tersebut tetap diakui adanya.

Kemudian masalah merger juga diatur dalam Pasal 1 avat (1) PP No. 27 Tahun
1998 vang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan merger (penggabungan)
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada dan selanjutnya
perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Ketentuan merger dalam PP
No. 27 Tahun 1998 lebih jelas, sempurna serta lebih mampu mengadopsi dan
mengakomodir berbagai kepentingan pelaku bisnis saat ini, jika dibandingkan dengan
pengertian penggabungan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995
tentang PT. )

Pengertian penggabungan (merger) dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 27 Tahun
1998 ini sudah dapat dipisahkan dengan pengertian peleburan (konsolidasi) vang
diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1998. Pengertian merger dan
konsolidasi dalam PP No. 27 Tahun 1998 tersebut diatur secara terpisah, dan tidak
seperti pengaturan dalam Pasal 102 ayat (1) UU No.”1 Tahun 1995, dimana

pengertian merger dan konsolidasi diatur dalam satu pasal dan ayat yang sama.
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Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) PP No. 27 tahun 1998 menvebutkan, bahwa vang
dimaksud dengan peleburan (Konsolidai) adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu
perusahaan baru dan masing-masing perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan serta pengambilalihan seperu
vang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 serta PP No. 27 Tahun 1998 lebih bersifat
preventif untuk mencegah timbulnya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat vang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku usaha tertentu.

Selain diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, persoalan merger
vang berkait dengan aspek persaingan usaha juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1 b)
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) vang antara lain disebutkan,
bahwa :

“perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan
harus memperhatikan pula : ...
b. kepentingan masyvarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan pasal tersebut disebutkan pula, bahwa :
“penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau
akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam penggabungan.
peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinva
monopoli  atau monopsoni dalam berbagai bentuk vang merugikan
masyarakat”.

Dalam dunia usaha, kompetisi aiau persaingan merupakan suata tuntutan dan
bahkan kebutuhan vang dianggap wajar adanya. Ussaha tanpa disertai persaingan,
akan berakibat timbulnya keangkuhan. karena merasa paling dibutuhkan oleh
konsumen. Jika hal ini terjadi. maka keberadaan konsumen tidak lagi dianggap
sebagai pihak yang harus dilavani. tetapi justru dianggap sebagai pihak yang dapat
diperlakukan tidak adil oleh dunia usaha.

Acapkali perbuatan hukum penggabungan/merger bermaksud untuk menguasai

pasar dengan cara melakukan monopoli harga dan barang oleh penjual. Guna
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mencegah terjadinya monopoli dunia usaha dalam kasusu merger, maka di Amreika
Serikat telah dibentuk UU Antimonopoli. Merger jenis horizontal biasanya
berpotensial melanggar ketentuan pasal 7 UU Clayton Tahun 1914, vang pada intinva
mencegah atau melarang adanya konsentrasi perusahaan hasil merger vang dapat
mengakibatkan semakin berkurangnva persaingan atau kompetisi serta timbulnyva

kecenderungan/terjadinya praktek monopoli dunia usaha.

2. Pengaturan Larangan Merger Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di bagian depan sudah dijelaskan. bahwa tindakan merger perusahaan vang
tidak terkontrol dengan baik berpotensi untuk terjadinya praktek monopoli serta
persaingan pasar yang tidak schat. Seperti halnya peraturan-peraturan merger di
beberapa negara lainnya, pengaturan merger di Indonesia lebih bersifat rule of
reason, dimana tindakan merger diperbolehkan sepanjang secara substansial tidak
mengurangi persaingan usaha.

Pengaturan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 28 :

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha
vang dapat mengakibatkan terjadinva praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain,
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha
vang dilarang sebagaimana dimaksud dalam avat (1), dan ketentuan mengenai
pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam avat (2),
diatur dalam peraturan pemerintah. i
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Dalam penjelasannya vang dimaksud dengan badan usaha dalam Pasal 28 UU
No. 3 Tahun 1999 tersebut adalah suatu perusahaan atau bentuk usaha vang berbadan
hukum maupun suatu bentuk usaha vang tidak atau belum berbadan hukum.
Perusahaan atau bentuk usaha ini secara ril atau nyata harus menjalankan jenis usaha
tertentu vang bersifat tetap dan dikerjakan atau dilaksankan secara terus menerus
(berkesinambungan) serta mempunvai tujuan  vang jelas. yakni mencélri
laba‘keuntungan dari usaha vang ditckuninya.

Untuk membantu memahami pasal di atas, kita tidak dapat melepaskan begitu
saja, artinva bahwa pasal tersebut harus dikaitkan lagi dengan keberadaan Pasal 27
UU No. 5 Tahun 1999. Pada Pasal 27 UU No 5 Tahun 1999 maka dapat diketahui,
bahwa kepemilikan saham yang berasal dari tindakan pengambilalihan saham pada
beberapa perusahaan lain berakibat pada terjadinya praktek monopoli dan persaingan
curang vang dilarang oleh undang-undang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

pasal tersebut.

Pelaku usaha dilarang memiliki saham minoritas pada beberapa perusahaan

sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar

bersangkutan vang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan vang memiliki

kegiatan usaha vang sama pada pasar bersangkutan vang sama, apabila

kepemilikan tersebut mengakibatkan :

a. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 30
% (limapuluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dari 75 % (tujuhpuluh lima persen) pangsa pasar satu jenis -barang atau
Jjasa fertentu.

Jika diamati Pasal 27 U No. 5 Tahun 1999 tersebut melarang adanya suatu
perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham minoritas pada
beberapa perusahaan sejenis yarig melakukan kegiatan usaha di bidang yang sama
dan pada pasar vang sama. Selain itu pasal tersebut juga melarang didirikannya
beberapa perusahaan vang memiliki usaha vang sama pada pasar yang sama pula.

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam kenyataannya seringkali kita jumpai, namun




21

apakah perbuatan itu dapat merugikan pelaku usaha yang tetap berpegang pada
prinsip persaingan usaha vang dilakukan secara wajar dan sehat ? Apakah tindakan
sntuk melarang pelaku usaha mengembangkan usaha dengan cara penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan saham itu dianggap adil ? Hal ini masih merupakan
tanda tanva besar bagi Kita.

Selain mengatur masalah pangsa pasar. masalah vang berkaitan deng}in
pengumpulan aset vang dianggap berlebihan dan mengganggu prinsip monopoli dan
persaingan usaha juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Masalah pengumpulan
asct vang berlebihan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999,

vang berisi antara lain :

(}) Penggabungan atau peleburan badan wusaha, atau pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 vang berakibat nilai aset dan atau nilai
penjualannva melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi,
selambat-lambatnva 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan
serta pengambilalihan tersebut.

{2} Ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara
pemberitahuan sebgaimana dimaksud dalam avat (1), akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Seperti halnya pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 29 sebetulnva
dityjukan secara khusus kepada pelaku usaha vang berkeinginan untuk
mengumpulkan aset secara berlebihan vang dapat mengganggu penerapan prinsip
usaha vang antimonopoli dan mendambakan persaingan usaha secara schat dan wajar,
Pada dasarnva pelaku usaha mempunyai hak vang sama dengan pelaku usaha lainnva
vang bersifat lebth ekspansif dengan melakukan perbuatan merger, akuisisi dan
konsolidasi. Namun demikian pelaku usaha juga harus memenuhi kewajibannva
untuk melaporkan atau memberitahukannva kepada Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU). apabila dirinva telah melakukan perbuatan penggabungan, peleburan
maupun pengambilalihan saham perusahaan lainnya, yang berakibat pada

penambahan nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu.
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Dengan demikian ada suatu prosedur notifikasi yang harus dilakukan olch
pelaku usaha untuk memenuhi Ketentuan tersebut, vang berkaitan dengan
pemberitahuan kepada Komisi (KPPU). Pelaku usaha diperbolehkan dan itu sah-sah
saja, apabila dia ingin memperkava dirinya sepanjang aturan main yang sudah
disepakati bersama dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, ditaat
dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaku usaha dapat saja menaikkan nilai
penjualannya sepanjang tidak melawan hukum dan tidak mengurangi esensi
persaingan usaha vang dilakukan secara sehat dan wajar, dan bahkan mungkin akan

membawa kemaslahatan pada rakyat banyak.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka ada beberapa Aesimpulan vang dapat
disampaikan, yaitu bahwa pengaturan larangan merger di Indonesia yang dituangkan
dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat telah banyak - diilhami oleh beberapa kejadian serta praktek-
praktek kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi vang cenderung
merusak tatanan kehidupan perekonomian yang mendambakan prinsip usaha
antimonopoli dan persaingan usaha, baik itu vang dilakukan oleh pelaku usaha di luar
negeri maupun di dalam negeri.

Disamping itu UU No. 5 Tahun 1999 juga telah diilhami oleh beberapa
ketentuan/peraturan perundang-undangan di berbagai negara, khususnya di Amerika
Serikat (antara lain The Sherman Act 1890, The Clayton Act 1914, The Federal Trade
Commission Act 1914 dan Celler - Kefauver Antimerger Act 1950) yang merupakan
peraturan perundangan cukup lama dan sangat universal sifatnva.

Secara Khusus pengaturan merger dalam UU No. 35 Tahun 1999 juga melarang
pelaku usaha wuntuk melakukan penggabungan maupun peleburan serta
pengambilalihan saham dari perusahaan lain yang sifatnva dapat menimbulkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu dalam
UU No. 5 Tahun 1999 masalah pengumpulan aset yang berlebihan serta mengganggu
prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui perbuatan penggabungan,

peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan lain juga dilarang

B. Saran
Disarankan juga, bahwa sebaiknya para pelaku usaha di Indonesia harus
mematuhi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 int agar supaya dalam melakukan

kegiatan usahanya dapat lebih tenang dan tidak akan menggunggu kegiatan usaha
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vang dilakukan oleh para pelaku usaha lainnya. Hendaknya UU Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen,
untuk lebih memperlancar kehidupan perckonomian nasional. Jika ada pelaku usaha
yang melanggar Kketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 seyogyakan

dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan.
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